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Jadi Beban DIY
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JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan HB X menegaskan terus
berusaha menurunkan beban intoleransi secara maksimal. -
Pernyataan Sultan itu dilontarkan menanggapi hasil riset & .
Setara Institute yang menunjukkan DIY termasuk 10 besar ‘é':r‘:t“
daerah paling intoleran di Indonesia selama lima tahun 104
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Problem Intoleransi...

Pada Minggu (24/11), Setara
Institute memaparkan hasil riset
Pemajuan Toleransi di Daerah:
Input untuk Menteri Agama dan
Mentert Dalam Negert. Hasil riset itu
terbagi dua yaitu dalam 12 tahun
terakhir pelanggaran kebebasan
beragama/berkeyakinan menyebar
di seluruh 34 provinsi yang ada di
Indonesia. Serta data lima tahun
terakhir.

Mengacu pada hasil riset Setara
dalam 12 tahun terakhir, DIY tidak
masuk dalam 10 besar daerah dengan
pelanggaran kebebasan beragama/
berkeyakinan terbanyak. Namun,
untuk lima tahun terakhir DIY
masuk di posisi enam dengan 37
kasus. (selengkapnya lihat grafis)

Selain itu, pada 2018, Setara
Institute pernah mengeluarkan Indeks
Kota Toleran 2018. Berdasarkan
riset itu toleransi di Kota Jogja
membaik. Pasalnya, pada 2017,
Kota Jogja masuk dalam kategori
Kota yang tingkat toleransinya
rendah. Kota Jogja menduduki
. peringkat enam, dengan skor
34,40. Adapun pada 2018, Kota

yang mengarah ke intoleransi di DIY,
Menurutnya upaya itu sebenamya
secara perlahan sudah menunjukkan
perkembangan yang lebih baik.
“Kami kan hanya bisanya
mencoba untuk menurunkan beban
intoleransi itu secara maksimal,
sebetulnya perkembangan itu
sudah terjadi, hanya sekarang
[intoleransi] modelnya kearifan
lokal, ganti motif,” ucapnya.
Upaya konkret yang dilakukan,
lanjut Sultan, tidak hanya literasi,
tetapi penanganan secara cepat
terhadap setiap kasus intoleransi. la
menyinggung soal tidak diizinkannya
Masjid Gede Kauman untuk suatu
kegiatan beberapa waktu lalu
dinilai sebagai salah satu bentuk
upaya untuk menjadikan Jogja
tetap toleran. “Di samping literasi,
kejadian-kejadian itu kami tangani,

karena [setiap kejadian] hanya

akan menumbuhkan intoleransi,
makanya kami sering keras kalau
ada hal-hal yang kurang berkenan
[mengarah ke intoleransi]. Masjid
Agung pun kraton tidak boleh
untuk kepentingan lain, itu semua

Bantul, Sultan tak berkomentar
banyak. “Enggak tahu, mungkin
domisilinya [pihak yang intoleran]
di sana,” ucapnya.

Beberapa Indikator

Direktur Riset Setara Institute
Halili Hasan mengatakan dalam
lima tahun terakhir di masa
pemerintahan Jokowi, lima teratas
provinsi dengan tingkat pelanggaran
kebebasan beragama tidak berubah.
“Tetapi DIY masuk, Banten naik
dan Sumatra Utara turun. NTB
keluar dari 10 besar,” kata Halili
dalam diskusi bertajuk Pemajuan
Toleransi di Daerah: Input untuk
Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri di Jakarta Pusat, Minggu
(24/11), dikutip okezone.

Menurut Halili, terdapat empat
faktor penyebab meningkatnya
intoleransi di DIY, yakni institusi
yang diduga melakukan pembiaran,
regulasi yang diskriminatif, aktor-
aktor lokal yang intoleran, serta
peran masyarakat sipil.

indikator yang menentukan
penilaian tentang kebebasan
berkeyakinan, salah satunya
yakni aturan yang membatasi
umat beribadah. !

Sementara itu, Berdasarkan
data Aliansi Nasional Bhinneka
Tunggal Ika (ANBTI) di DIY ada 10
kasus intoleransi yang didominasi
kasus kebebasan beragama dan
berkeyakinan di DIY pada 2018,
terdiri dari enam kasus baru dan
empat kasus lama.

Adapun pada 2019 ini terdapat
tiga kasus intoleransi yang tercatat
media ini. Ketiganya terjadi di
Bantul. Tiga problem tasamuh
itu yakni pertama penolakan
pendirian Gereja Pantekosta

Badan Pusat Statistk (BPS) padaJuli _ berbe

lalu juga merilis Indeks Kebebasan ~ Kas

Jogja tidak masuk daftar. kan hanya untuk [menekan] Berkeyakinan. Mengacu data BPS,

Sultan menyatakan Pemda DIY intoleransi,” tegasnya. skor kebebasan berkeyakinan di DIY g? oL
terus berusaha secara maksimal Ditanya soal banyaknya.kagyus dan 19 provinsi lain di Indonesia | jangan,Bannﬂkamnmenda t
untuk menurunkan adanya tindakan ~ intoleransi yang sering terjadidi  menurun. Terdapat bebelapa protes dari sekelompok warga.
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